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TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI, KANTOR IMIGRASI
KELAS IIT KETAPANG, KANTOR IMIGRASI KELAS III PALOPO DAN KANTOR

IMIGRASI KELAS III BIMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

ai

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan meningkatkan pengawasan, pengamanan
dan penindakan keimigrasian di wilayah Propinsi Jambi,
Kalimatan Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat
perlu membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor
Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo
dan Kantor Imigrasi Kelas III Bima; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/4767/M.PANRB/12/2015 tanggal 31 Desember 2015,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Kantor
Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III
Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo dan Kantor
Imigrasi Kelas III Bima.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2011 Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Presiden republiki Indonesia Nomor 44 tahun 2015
tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor
84);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;






